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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

 

6.1 Kesimpulan  

       Berdasarkan temuan peneliti untuk melihat penyebab terjadinya 

maladministrasi pada pelayanan publik di Bandung Raya dan apakah 

penyebab maladministrasi dapat menimbulkan bentuk maladministrasi 

tertentu, peneliti berhasil membuktikan argumentasi awal peneliti bahwa 

faktor penyebab perilaku maladministrasi disebabkan oleh tiga faktor 

utama yaitu (1) buruknya integritas, (2) tidak memiliki kompetensi, dan 

(3) ketidakpatuhan terhadap standar pelayanan publik. Dalam penelitian 

ini peneliti juga menemukan temuan-temuan baru terkait faktor penyebab 

yang lain yang menimbulkan perilaku maladministrasi yang diantaranya 

yaitu, (1) kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diterima oleh Aparatur 

mengenai pendidikan etika (2) kurangnya anggaran Pemerintah untuk 

peningkatan dan pelatihan sumber daya Aparatur (3) Adanya mindset 

“penguasa”  (4) Kebiasaan pejabat/otoritas pusat yang tidak dapat 

menyelesaikan pelayanan sesuai dengan ketentuan jangka waktu 

penyelesaian  

       Hasil penelitian tersebut juga menghasilkan kesimpulan bahwa 

penyebab-penyebab maladministrasi tersebut dapat menghasilkan bentuk-
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bentuk maladministrasi tertentu, seperti yang digambarkan pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 6 1 Penyebab-Penyebab Maladministrasi menghasilkan Bentuk-

Bentuk Maladministrasi. 

No. Penyebab-Penyebab 

Maladministrasi 

Bentuk 

Maladministrasi 

yang dihasilkan 

1.  

 

Buruknya integritas 

Penyalahgunaan 

wewenang 

Penundaan Berlarut 

Pengabaian Kewajiban 

Hukum 

Ketidakjujuran 

Perilaku tidak layak 

Perilaku tidak adil 

2. Kurangnya pendidikan dan pelatihan 

yang diterima oleh Aparatur 

mengenai etika. 

Penyalahgunaan 

wewenang 

Perilaku Tidak Layak 

3. Kurangnya anggaran Pemerintah 

untuk peningkatan dan pelatihan 

sumber daya Aparatur. 

Perilaku Tidak Layak 

Perilaku Tidak 

Kompeten 

4. Adanya mindset “penguasa”. Perilaku Tidak Layak 
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5. Tidak memiliki kompetensi Perilaku Tidak 

kompeten 

Penundaan Berlarut 

6. Kebiasaan pejabat/otoritas pusat yang 

tidak dapat menyelesaikan pelayanan 

sesuai dengan ketentuan jangka waktu 

penyelesaian. 

Penundaan Berlarut 

7. Pengabaian Terhadap Standar 

Pelayanan Publik 

Perilaku tidak adil. 

Sumber : Penulis 

6.2 Saran  

       Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat 

direkomendasikan oleh penulis kepada Institusi/Lembaga yang mendapat 

laporan pengaduan masyarakat tertinggi sesuai dengan substansi yang 

dilaporkan yaitu Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung, Dinas 

Pendidikan Kota Bandung, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan Kota  Bandung sebagai berikut. 

1. Penguatan etika dan integritas di jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) 

Dalam upaya penguatan etika dan integritas, Kantor Agraria dan 

Pertanahan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung perlu 

membuat aturan/sanksi secara khusus untuk masing-masing instansi 

dengan menerapkan sanksi yang jelas dan memiliki efek jera untuk 
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setiap pelanggaran etika yang dilakukan oleh Aparatur. Kemudian 

penerapan sanksi tersebut perlu dibarengi dengan melaksanakan 

kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung penanaman etika, nilai-nilai 

pelayanan publik, dan moral untuk membangun budaya dan diri 

Aparatur yang  berintegritas dan jauh dari perilaku maladministrasi. 

Kedua perihal tersebut didasari pada beberapa temuan yang 

menggambarkan tidak adanya sanksi jera yang diberikan kepada pelaku 

maladministrasi dan tidak adanya kegiatan pelatihan sistem 

penyelenggaraan pelayanan publik yang berpegang pada etika Aparatur 

Sipil Negara (ASN),  sehingga perilaku maladministrasi tersebut 

mengalami siklus yang mengulang. 

2. Pengembangan sumber daya Aparatur   

Pengembangan sumber daya Aparatur pada Kantor Agraria dan 

Pertanahan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan Kota Bandung 

dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan pemetaan terhadap 

kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kebutuhan pengetahuan dan 

keterampilan Aparatur yang sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

ditekuninya. Kemudian, kebutuhan-kebutuhan Aparatur tersebut 

dipenuhi melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan bagi setiap lini pekerjaan yang dilakukan 

secara konsisten, sehingga organisasi dapat mengetahui dan 

membandingkan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh Aparatur 

dengan kualifikasi yang dibutuhkan/diharapkan pada pekerjaan 
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tersebut. Hasil dari pemetaan kompetensi tersebut juga dapat menjadi 

pertimbangan bagi instansi untuk merotasi dan menempatkan Aparatur 

ke pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. 

3. Perubahan mindset Aparatur 

Perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku pelaksana pelayanan 

publik dalam melayani masyarakat  dengan membuat budaya baru yaitu 

budaya melayani masyarakat dengan nilai-nilai pelayanan publik 

melalui penciptaan lingkungan dan iklim organisasi yang baru di 

Kantor Agraria dan Pertanahan Kota Bandung dan Dinas Pendidikan 

Kota Bandung dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dan budaya 

perilaku organisasi yang buruk.  Budaya ini menerapkan mindset yang 

baru bahwa Aparatur sebagai “pelayan” yang wajib untuk melayani 

masyarakat  dan mematuhi peraturan perundang-undangan 

sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Undang-Undang No. 5 

Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pasal 10 bahwa 

ASN memiliki fungsi sebagai pelayan publik,165 yang artinya ASN 

wajib memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas kepada 

masyarakat. 

4. Pemenuhan fasilitas, sarana, dan prasarana pelayanan publik bagi 

pengguna layanan berkebutuhan khusus.  

Penyelenggara pelayanan publik di Kantor Agraria dan Pertanahan Kota 

Bandung, Dinas Pendidikan Kota Bandung, dan Badan Kepegawaian, 

                                                             
165 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 
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Pendidikan, dan Pelatihan Kota  Bandung perlu memenuhi dan 

memperhatikan setiap fasilitas pelayanan publik secara menyeluruh yang 

dapat mendukung pengguna layanan berkebutuhan khusus untuk dapat 

mengakses pelayanan secara mandiri.  
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